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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah 
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati Semarang; 

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, 
tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu 
disusun petunjuk pelaksanaan untuk bantuan dimaksud; 

a. bahwa dalam rangka untuk meringankan biaya pengobatan 
bagi penduduk Kabupaten Semarang di luar peserta Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Asuransi 
Kesehatan (ASKES) yang mendapatkan pelayanan rawat 
inap di kelas Ill (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta yang telah 
melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah 
Kabupaten Semarang dalam kebutuhan darah, Pemerintah 
Kabupaten Semarang memberikan bantuan subsidi kepada 
Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang merah 
Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang sebagai biaya 
pengganti pengolahan darah; 

Menimbang 

BUPATI SEMARANG, 

,,, PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI 
KEPADA LEMBAGA UNIT TRANSFUSI DARAH 
CABANG PALANG MERAH INDONESIA (PMI) 

KABUPATENSEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

NOMOR 5 TAHUN 2011 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

BUPATI SEMARANG 

[ SALINAN ] 

·• 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang . Nomor 1 O . Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia· 
Nomor 4389);. 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tamt;>ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pernbanqunan · Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia . Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); .• 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentahg 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 N.omor 125, Tambahan Lembaran Negara 

. Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 · Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang - Undang Nomor 36 T ahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia 
Nomor 5063);. 

12. Undang - Ur:idang. Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5072);· 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16. Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079);. 

0 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang 
Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesiaNomor 3165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478 / Menkes I Per IX I 
1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
AtasPeraturan Menteri Dalam··Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang · Nomor 14 
Tahun 2008 -tentang Pokok •-:- pol<0~ Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 13); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata · Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten .Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten-Sernaranq Nomor 16); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 
2010 tentanq Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran · 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten, Semarang Tahun 2010 Nomor 12); 

25. Peraturan Bupafi Semarang Nomor 1-10 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
KabupatenSernaranq Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110 ); 

0 
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1TA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 5 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 04 - 01 - 2011 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Semarang. 

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal 1 Januari 2011 

Pasal3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 
Tahon 2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Belanja Subsidi Kepada Lembaga Unit 
Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang 
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 201 O Nomor 11) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal2 
I 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi Kepada Lembaga Unit Transfusi 
Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupatl ini. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI KEPADA 
LEMBAGA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG 
MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN SEMARANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berjta 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111 ); · 

27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2010 tentanq 
Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah 
(JAMKESDA) di Kabupaten Semarang (Serita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 114); 
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Selain korban kecelakaan baik itu karena kecelakaan kendaraan 
bermotor di jalan raya maupun kecelakaan kerja, angka kematian ibu bersalin 
akibat perdarahan dan kasus penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam 
Berdarah yang memerlukan transfusi darah mengakibatkan semakin 
bertambahnya kebutuhan akan darah. Kebutuhan darah untuk transfusi darah 
di Rumah Sakit Umum Kabupaten Semarang di Kabupaten Semarang bisa 
mencapai 300 (tiga ratus) kolf setiap bulannya. Kebutuhan darah tersebut 
selama ini diambilkan dari Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang 
Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang. Masyarakat yang memerlukan 
darah dapat memperoleh di Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang 
Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang maupun di Bank Darah Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dengan mengganti biaya 
pengolahan darah. 

Kabupaten Semarang terletak disebelah Selatan Kota Semarang, 
merupakan daerah strategis karena dilewati jalan raya yang menghubungkan 
wilayah Selatan Jawa Tengah dengan kota Semarang maupun kota-kota lain 
di Pantai Utara. Kepadatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang sangat 
tinggi khususnya antara arah Bawen ke Ungaran sering mengakibatkan 
hampir setiap hari terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang memakan 
banyak korban. Selain kecelakaan kendaraan bermotor banyak terjadi pula 
kecelakaan kerja, hal ini karena di Kabupaten Semarang terdapat banyak 
perusahaan dan pabrik-pabrik dengan jumlah tenaga kerja puluhan ribu. 

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang sekitar 913.022 (sernbilan 
ratus tiga belas ribu dua puluh dua) jiwa, tersebar di 19 (sembilan belas) 
Kecamatan. Di Kabupaten Semarang terdapat 26 (dua puluh enam) 
PUSKESMAS dan 12 (dua belas) diantaranya dengan fasilitas rawat inap. 
Selain itu terdapat pula 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran (kelas C) dengan kapasitas 164 
(seratus enam puluh empat) tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Ambarawa (kelas C) dengan kapasitas 218 (dua ratus delapan belas) 
tempat tidur, masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai 
dokter ahli di 4 (empat) bidang dasar yaitu Bedah, Kebidanan, Penyakit Dalam 
dan Anak serta 1 (satu) Rumah Sakit Umum Swasta Bina Kasih di Kecamatan 
Ambarawa dengan kapasitas 50 (lima puluh) tempat tidur. 

r> 
I 

A. Latar Belakang. 

I. PENDAHULUAN. 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI 
KEPADA LEMBAGA UNIT TRANSFUSI DARAH 
CABANG PALANG MERAH INDONESIA (PMI) 

KABUPATEN SEMARANG 

Lampiran Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 5 Tahun 2011 
Tanggal 03 - 01 - 2011 
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Sasaran dari pemberian bantuan adalah sebagai berikut : 
A. · Sasaran secara langsung adalah Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang 

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang; 
B. Sasaran secara tidak langsung adalah penduduk Kabupaten Semarang diluar 

peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Asuransi 
Kesehatan (ASKES) yang membutuhkan transfusi darah dan sedang 
mendapatkan pelayanan rawat inap di kelas Ill (tiga) Rurnah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta yang telah 
melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 

SA SARAN. II. 

1. Maksud pemberian bantuan subsidi adalah untuk memberikan subsidi 
biaya penggantian penqolahan darah kepada penduduk Kabupaten 
Semarang diluar peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 
dan Asuransi Kesehatan (ASKES) yang mendapatkan pelayanan rawat 
inap di kelas Ill (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang 
atau Rumah Sakit Umum Swasta yang telah melakukan Perjarijian Kerja 
Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Lembaga 
Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten 
Semarang; 

2. Tujuan dari pemberian bantuan adalah meringankan beban pembiayaan 
pengobatan bagi penduduk Kabupaten Semarang diluar peserta Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Asuransi Kesehatan (ASKES) 
yang mendapatkan pelayanan rawat inap di kelas Ill (tiga) Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta 
yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah 
Kabupaten Semarang. · 

B. Maksud dan Tujuan. 

. Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan subsidi tersebut dapat 
terarah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan 
petunjuk · pelaksanaannya untuk· dapat dipergunakan semua pihak. 

Dengan adanya krisis ekonomi dan kondisi keuangan yang semakin 
berat di masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Semarang diluar peserta 
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Asuransi Kesehatan 
(ASKES) yang mendapatkan pelayanan rawat inap kelas Ill (tiga) di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Sawsta 
yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah 
Kabupaten Semarang maka perlu kiranya diberikan dana bantuan bagi 
penduduk Kabupaten Semarang tersebut yang memerlukan bantuan darah 
dengan memberikan bantuan subsidi untuk biaya pengolahan darah melalui 
Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) 
Kabupaten Semarang . 

f:'· \,,.,) 
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Besaran bantuan didasarkan pada Klaim yang diajukan oleh Lembaga .Unit 
Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang 
dengan batasan sebagai berikut : 
1. bagi penduduk Kabupaten Semarang diluar peserta Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS) dan Asuransi Kesehatan (ASKES) yang 
membutuhkan transfusi darah dan sedang mendapatkan pelayanan 
rawat lnap di kelas Ill (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta yang telah melakukan 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang 
mendapatkan bantuan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) untuk setiap kantong darah dan diberikan paling banyak 2 (dua) 
kantong darah bagi masing-masing penerima bantuan, dikecuaiikan bagi 
mereka yang miskin dan tidak mampu maka berdasarkan surat 

C. Besaran Bantuan. 

Bentuk bantuan berupa subsidi biaya penggantian pengolahan darah pada 
Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) 
Kabupaten Semarang yang diperuntukan hanya kepada penduduk Kabupaten 
Semarang yang memenuhi kriteria penerima bantuan 

B. Bentuk Bantuan. 

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan belanja subsidi kepada Lembaga Unit 
Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang. 

A. Jenis Belanja Bantuan. 

IV. KRITERIA BANTUAN. 

Pemberi Pelayanan kantong terdiri dari : 
1. Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) 

Kabupaten Semarang;. 
2. Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang 

B. Pemberi Pelayanan Kantong Darah. 

1. penduduk Kabupaten Semarang sesuai dengan sasaran pemberian 
bantuan dapat memenuhi kebutuhan akan transfusi darah melalui Bank 
Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Lembaga 
Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten 
Semarang; 

2. kebutuhan darah di Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Semarang dipenuhi oleh Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang 
Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang; 

3. apabila anggaran bantuan subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah 
Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang telah habis, 
Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) 
Kabupaten Semarang tetap harus memenuhi kebutuhan akan kantong 
darah kepada Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Semarang dan I atau Penduduk Kabupaten Semarang sesuai dengan 
sasaran pemberian bantuan. 

A. Prinsip Penyelenggaraan. 

Ill. PRINS IP PENYELENGGARAAN DAN PEMBERI PELA YANAN KANT ONG 
DARAH. 
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A. Tata Cara Pengajuan Bantuan. 

Bagi .penduduk Kabupaten Semarang yang membutuhkan darah dapat 
mengajukan permintaan bantuan langsung · ke Bank Darah Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Semarang dengan memenuhi persyaratan sesuai 
dengan dokumen pendukung yang dimintai oleh Bank Darah Rumah Sakit 
Urnum Daerah Kabupaten Semarang. 

VI. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN. 

Untuk dapat menerima Bantuan Subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah 
Cabang Palang Merah Indonesia (PMI). Kabupaten Semarang penduduk harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
A. merupakan warga penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku; O B. bukan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Asuransi 
Kesehatan (ASKES); 

C. mendapatkan pelayanan rawat inap di kelas Ill (tiga) Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta yang 
rnelakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pernerintah Kabupaten 
Semarang. · 

V. KRITERIA PENERIMA BANTUAN. 

rekomendasi dari Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Semarang atau Kepala Rumah Sakit Umum Swasta yang telah melakukan 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang 
dapat diberikan lebih dari 2 (dua) kantong darah dengan besaran bantuan 
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 
kantong darah; .· 

2. apabila kebutuhan akan kantong darah melebihi ketentuan sebagairnana 
dimaksud pada angka 1, harus terlebih dahulu mendapatkan surat 
rekomendasi dari Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Semarang atau Kepala Rumah Sakit Umum Swasta yang telah melakukan 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang; 

3. bantuan sebagaimana dimaksud · pada anqka 1 hanya diberikan apabila 
penduduk tersebut mengambil kantong darah di Bank Darah Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Lembaga Unit Transfusi Darah 
Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang; 

4. apabila persediaan kantong darah di Bank Darah Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Semarang atau Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang 
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang tidak ada, maka 
penduduk atau keluarganya tersebut harus mengambil kantong darah 
diluar wilayah Kabupaten . Semarang dan apabila biayanya melebihi 
besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kelebihan 
biaya tetap menjadi tanggung jawab penduduk tersebut. 

D. Penggunaan Bantuan. 

Bantuan subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah 
Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang digunakan sebagai subsidi urituk biaya 
penggantian penqolahan darah di Lembaga Unit· Transfusi Darah Cabang 
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang. 

.. 



34 · - -~ 
' 

Pengajuan klaim oleh Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah 
Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Semarang dengan disertai dokumen pendukung yang terdiri dari : 
1. Surat permohonan pencairan bantuan subsidi yang memuat nomor 

rekening Bank dari Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah 
Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang ; 

2. Rincian biaya klaim rangkap 4 (empat); 
3. Surat permintaan darah dari Rumah Sakit Umum (RSU) yang merawat 

rangkap 4 (empat); 
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Semarang atau Kepala Rumah Sakit Umum Swasta yang telah melakukan 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang 
apabila pasien membutuhkan darah lebih dari 2 (dua) kantong darah 
rangkap 4 (empat); 

5. Kwitansi penerimaan bantuan rangkap 4 (empat); 
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Fotocopy Kartu Keluarga 

(KK) yang masih berlaku rangkap 4 (empat); 
7. Fotocopy kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) rangkap 4 (empat) bagi masyarakat 
miskin dan I atau tidak mampu. 

Bukti pertanggungjawaban oleh Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Semarang diajukan kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang 
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang dengan disertai 
dokumen pendukung yang terdiri dari : 
1. Surat pengantar pertanggungjawaban; 
2. Rekapitulasi rincian jumlah pasien dan kantong darah; 
3. Surat permintaan darah dari Rumah Sakit Umum (RSU) yang merawat 

rangkap 4 (empat); 
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Semarang atau Kepala Rumah Sakit Umum Swasta yang telah melakukan 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang 
apabila pasien membutuhkan darah lebih dari 2 (dua) kantong darah 
rangkap 4 (empat); 

5. Kwitansi penerimaan bantuan rangkap 4 (empat); 
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Fotocopy Kartu Keluarga 

(KK) yang masih berlaku rangkap 4 (empat); 
7. Fotocopy kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) rangkap 4 ( empat) bagi masyarakat 
miskin dan I atau tidak mampu. 

B. Mekanisme Pengajuan Klaim. 

Sedangkan bagi penduduk Kabupaten Semarang yang mengajukan 
permintaan bantuan langsung ke Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang 
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang harus menyerahkan : 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Fotocopy Kartu Keluarga 

(KK) yang masih berlaku rangkap 4 (empat); 
2. Fotocopy kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) rangkap 4 ( empat) bagi masyarakat 
miskin dan I atau tidak mampu; 

3. Surat rujukan permintaan darah dari Rumah Sakit Umum yang merawat; 
4. Surat rekomendasi dari Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Semarang atau Kepala Rumah Sakit Umum Swasta yang telah melakukan 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang 
apabila pasien membutuhkan darah lebih dari 2 (dua) kantong darah 
rangkap 4 (empat). 

.. 
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Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi kepada Lembaga Unit 
Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang 
digunakan sebagai acuan dan pedoman dalarn pemberian bantuan agar dicapai 
hasil kegiatan yang diharapkan sesual dengan ketentuan peraturan .perundang­ 
undangan yang berlaku. 

VIII. PENUTUP. 

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, 
penerimaan dan penggunaan bantuan subsidi yang diatur dalam Petunjuk 
Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

B. Sanksi. 

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem : 
a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan 
dan pemantauan; 

b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 
lnspektorat Kabupaten Semarang. · 

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 
a. Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) 

Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Dae rah Kabupaten Semarang; 

b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang membuat laporan 
pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang. 

A. Pengawasan. 

VII. PENGAWASAN DAN SANKSI. 

Segera setelah pelaksanaan kegiatan pada Lembaga Unit Transfusi Darah 
Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang ini selesai 
1 (satu) paket kegiatan, maka Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang 
Merah. Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang sebagai pelaksana kegiatan 
diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya 
kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Dae rah Kabupaten Semarang. 

D. Mekanisme Pertanggungjawaban. 

Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) 
Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan melalui Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan menyertakan kelengkapan 
administrasi dalam pengajuan administrasi. 

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan. 

... 

0 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; · 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pembentukan Batas­ 
batas Wilayah Kota praja Salatiga dan Oaerah Swatantra Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana alam di Kabupaten Semarang dan untuk memberikan 
pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan serta untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 maka dipandang perlu untuk 
membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi 
penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

b. bahwa wilayah Kabupaten Semarang memiliki kondisi geografis, 
geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya 
bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam 
maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat 
pembangunan; 

c. bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Oalam 
Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Penanggulanagan Bencana Oaerah, maka perlu dibentuk 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

d. bahwa sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Semarang, maka pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan 
Bupat1; 

•.. ,~ ....... 

DENGAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SEMARANG, 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATENSEMARANG 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR ~. TAHUN ?114: 

BUPATISEMARANG SALIN AN 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

/J 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara.Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun · 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3097); 

. a .. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun ·1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan lnstansi · Vertikal di Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang (Lenibaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

10. Peraturan Pernerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4734 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 42, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4829); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran .Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor. 43, Tambahan · Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); · 

13. Peraturan Presiden · Nomor 8 Tahun 2.008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4952); 

' J 
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2. 
3. 
4. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
Kabupaten adalah Kabupaten Semarang. 
Bupati adalah Bupati Semarang. 
Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati -dalarn 
penyelenggaraan Pernertntah Daaerah. 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang yang 
selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Semarang adalah Perangkat 
Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 
untuk melaksanakan penanggulangan bencana. 

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 
nonalam maupun f aktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 
dan dampak psikologis. 

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 
topan, dan tanah langsor. 

8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal 
teknologi, gagal modemisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan 
teror. 

10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian 
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 
berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 
darurat, dan rehabilitasi. 

11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi 
ancaman bencana. 

12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui 
langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

i-·, 
\4."'lT.,.., 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEMARANG. 

MEMUTUSKAN: 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
lnspektorat, Lembaga Teknis Oaerah, dan Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 17); 
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Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Semarang. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan 
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan 
terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang 
berwenang. 

14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan 
kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. · 

16. Rehabilitasi adalah · perbaikan dan pemulihan · semua aspek 
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai 
pada ~layah pascabencana dengan sasaran utama untuk 
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 
pemerintahan . dan kehidupan masyarakat pada wilayah 
pascabencana. 

· 17. · Rekonstruksi adalah · pembangunan kembali semua prasarana dan 
sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, · baik pada tingkat 
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh 

· dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, 
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta 
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bennasyarakat pada 
wilayah pascabencana. 

· 18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa 
menimbulkan bencana. 

19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, 
dan teknotogi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, 
dan mengurangi kemampuan l.intuk . menanggapi dampak buruk 
bahaya tertentu. · 

20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana 
dengan memfungstkankembali ketembagaan, prasarana, dan sarana 
dengan melakukan upaya rehabilitasi. !' 

21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui 
pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang 
terancam bencana. 

/""""­ 
( 

' ,. 
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(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berada 
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah. 

(2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) 
huruf a dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

(3) Anggota Unsur Peng a rah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 
(2) huruf b berasal dari : ,1,i! 

a. Lembaga, instansi dan SKPD yang terkait -dengan 
penanggulangan bencana dan 

b. Masyarakat profesional dari unsur profesi dan tokoh masyarakat 
di Kabupaten Semarang. 

Pasal 5 

(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Oaerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh 
Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (1) huruf a membawahi Unsur Pengarah dan Unsur 
Pelaksana. 

(3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal J ayat (1) huruf a berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Bupati. · 

r' "',.,,.,, 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Kedudukan 

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri 
dari: 
a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
b. Unsur pengarah; 
c. Unsur pelaksana. 

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari : 
a. Ketua Unsur Pengarah; 
b.Anggota Unsur pengarah. 

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari : 
a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar); 
b. Sekretariat Unsur Pelaksana; 
c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; 
e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

(4) Bagan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dart Peraturan ini. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas : 
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah daerah . dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara 
adil dan setara; · 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- 
undangan; 

c. Menyusun, rnenetapkan dan menginforrnasikan peta rawan bencana; 
d. Menyusun, menetapkan prosedure tetap 'penanganan bencana; 
e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 

wilayah Kabupaten Semarang; 
f; Melaporkan penyelengaraan penanggulangan bencana kepada Bupati 

setiap bulan sekalt dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 
kondisi darurat bencana; 

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 
h. Mempertanggungjawabkan penggunaan . anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nasional; dan 

t. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 7 

Bagian Keempat 
TugasPokck, Fungsi dan Kewenangan · 

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) 
dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sadan Penanggulangan 
Bencana Daerah. 

(2) Ketua Unsur Pelaksana .· sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
menyelenggarakan tugas dan f ungsi Unsur Pelaksana dan menja.lankan 

· tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. . 
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b 

dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Pelaksana Harian Sadan Penanggulangan 

: Bencana Daerah. 
(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c, d, dan e 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Harian Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah. 

·r'· 
( I 
\,:, .~,..- 

Pasal 6 

(4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berjumlah 11 (sebelas) anggota, terdiri dari 6 (enam) pejabat 
lembaga, lnstansi dan SKPD serta 5 (lima) anggota dari masyarakat 
profesional di Kabupaten Semarang. 
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(1) Anggota Unsur Pengarah dari lembaga, instansi dan SKPO ditetapkan 
dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang­ 
undangan. 

(2) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan 
berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi. 

Pasal 11 

Bagian Kesatu 
Penetapan Anggota Unsur Pengarah 

BAB Ill 
MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA 

UNSUR PENGARAH 

Rincian tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah diatur dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 10 C: a 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan : 
a. Melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada 

wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; 
b. Melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan 

yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; 
c. Melaksanakan kebijakan . kerja sama dalam penanggulangan bencana 

dengan pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota lainnya; . 
d. Melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai 

sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; 
e. Melakukan perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan 

pengawasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di 
wilayah Kabupaten Semarang; 

e. Melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau 
barang di wilayah Kabupaten Semarang. 

Pasal 9 

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi : 
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak secara cepat dan tepat 
efektif dan efisien; 

b. pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara 
terencana terpadu dan menyeluruh; 

c. Pelaksana penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan 
pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; 

d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan 
institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; 
dan 

e. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, 
logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi lainnya dalam rangka 
penanggulangan bencana. 

Pasal 8 
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(1) Penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dart masyarakat 
prof esional diberhentikan apabila : 
a. Meninggal dunia 
b. Tidak lagi mendudukt jabatan di instansinya bagt pegawai negeri 

sipil dan anggota TNI/POLRI 
c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas 

permintaan sendiri. 
d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah 

dan l atau telah melakukan. 
(2) Caton pengganti .antar waktu anggota unsur pengarah dart lembaga, 

instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang 
diwakilinya. 

(3) Caton pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat 
prof esional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji 
kepatutan dan uji kelayakan setelah mendapat persetujuan dari 
pimpinan DPRD. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Pergantian Antar Waktu 

(1) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan 
apabila: 
a. Meninggal dunia 
b. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas 

kemampuan sendiri dan 
c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah 

dan atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah 
mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah berkonsultansi dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan 
DPRD. 

Pasal 13 

Bagian Kedua 
Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah 

(1) Caton anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional harus 
memenuhi persyaratan : 
a. Warga Negara Indonesia 
b. Sehat jasmani dan rohani 
c. Berkelakuan baik 
d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 

(enam puluh) tahun pada saat pendaftaran. 
e. Memiliki wawasan kebangsaan 
d. Memiliki pengetahuan akadernis dan pengalaman dalam 

penanggulangan bencana. 
e. Memiliki integritas tinggi 
d. Non partisan 
e. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau TNI/POLRI, 

kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang 
berwenang. 

Pasal 12 
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(1) Koordinasi penyelenggaraan penariggulangan bencana dapat dilakukan 
melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain 
yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

-(2} Kerja sama yang melibatkan peran serta negara lain lembaga 
intemasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui 
koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ·· 

(3) Rapat koordinasi BPDA dengan BPBD dilakukan paling sedikit -1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai -dengan 
kebutuhan. 

Pasal 19 

(1) Pemimpin unsur pelaksana bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasi bawahan dan rnembenkan pengarahan serta petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahan. - 

(2) Pimpinan unsur pelaksana dalam rnelaksanakan tugas melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap susunan organisasi di 
bawahnya. 

'••. ,.,,' 
Pasal 18 

,,·-. 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Oaerah dalam melaksanakan tugas 
menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi. 

(2) Pimpinan unsur pelaksana melaksanakan sistem pengendapan intern 
di lingkungan masing-masing. • 

Pasal 17 

BABVI 
TATA KERJA 

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : 
(1) Kepala Pelaksana Harian adalah setara jabatan struktural eselon 

Ill.a. 
(2) Kepala sekretariat adalah setara jabatan struktural 111.b. dan 
(3) Kepala Seksi adalah setara jabatan struktural eselon IV.a. 

Pasal 16 

BABV 
ESELON DAN KEPEGAWAIAN 

(1) Sadan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya 
dapat membentuk satuan tugas pusat pengendalian operasi termasuk 
saatuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut 
kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada pelaksana. 

Pasal 15 

BABIV 
SATUAN TUGAS 
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A DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 4011 NOMOR 6 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
.Jlll!!!~~PATEN SEMARANG 

Pendapatan dan 
angan Daerah 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 04 - 01 - 2011 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 03 - 01 -2011 

{~·w'"" 
', .,.._,,,.., 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati 
Semarang Nomor 360/2990/2009 tentang Pembentukan Satuan 
Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Di 
Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Serita Daerah Kabupaten Semarang. 

(.-'! 
\ •' 

Pasal 21 

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pembangunan Belanja 
Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 22 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah diatur oleh Kepala Badan Penaggulangan Bencana 
Daerah. 

Pasal 20 
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